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PUSDIKMIN LEMDIKLAT  POLRI 


	MODUL
02
	HUBUNGAN TATA CARA KERJA (HTCK)
DI LINGKUNGAN POLRI
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	Pengantar


	
	Dalam modul ini membahas tentang tahap persiapan penyusunan,  tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, tahap pengendalian HTCK di lingkungan Polri, dan bentuk HTCK di lingkungan Polri.
Tujuannya agar peserta didik memahami dan terampil dalam menyusun HTCK di lingkungan Polri.
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	Kompetensi   Dasar


	
	Memahami dan terampil Menyusun HTCK di lingkungan Polri.
Indikator Hasil Belajar :
1. Menjelaskan tahap persiapan penyusunan HTCK di lingkungan Polri.
2. Menjelaskan tahap pelaksanaan HTCK di lingkungan Polri.
3. Menjelaskan tahap pengawasan HTCK di lingkungan Polri.
4. Menjelaskan tahap pengendalian HTCK di lingkungan Polri.

5. Menjelaskan bentuk HTCK.
6. Mempraktekan penyusunan HTCK di lingkungan Polri.

	
	


	[image: image4.wmf]
	Materi  Pokok


	
	Pokok bahasan :

Menyusun HTCK di lingkungan Polri
Sub Pokok bahasan :
1. Tahap persiapan penyusunan HTCK di lingkungan Polri.

2. Tahap pelaksanaan HTCK di lingkungan Polri.
3. Tahap Pengawasan HTCK di lingkungan Polri.
4. Tahap Pengendalian HTCK di lingkungan Polri
5. Bentuk HTCK di lingkungan Polri.
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	METODE PEMBELAJARAN


	
	1. Ceramah digunakan untuk menjelaskan materi tentang :
a. Tahap persiapan penyusunan HTCK di lingkungan Polri.
b. 
Tahap pelaksanaan HTCK di lingkungan Polri
c. 
Tahap pengawasan HTCK di lingkungan Polri
d. Tahap pengendalian HTCK di lingkungan Polri

e. Bentuk HTCK.
2. Tanya jawab diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap terkait materi yang disampaikan oleh pendidik untuk memperkuat pemahaman peserta didik.

3. Drill diberikan kepada peserta didik untuk menerapkan penyusunan HTCK di lingkungan Polri.
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	BAHAN  DAN  ALAT


	
	1. Bahan :

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;
b. Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang SOTK Polri;
c. 
Perpres Nomor 05 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri;
d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisan Resort dan Kepolisian Sektor;
e. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/425/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pedoman cara penyusunan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) di Lingkungan Polri;
f. 
Perkap 06 Tahun 2017 tentang SOTK tingkat Mabes Polri;
g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasil
i. 
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
2.     Alat :

a. laptop.
b. Infocus.
c.     
white board.

d. spidol WB.

e. penghapus.
f.     
flipchart.
g. kertas flip chart.
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	Proses   Pembelajaran


	
	1. Tahap awal : 25 menit

a. Pendidik  mengisntruksikan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi tentang materi Hubungan Tata Cara Kerja di lingkungan Polri.
b. Pendidik  melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari.
2. Tahap inti : 100 menit

a. Pendidik  menjelaskan materi tentang tahap persiapan penyusunan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, tahap pengendalian HTCK di lingkungan Polri, dan bentuk HTCK.
b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti.
c.   
Pendidik  memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya  tentang materi yang belum dipahami.
d. Pendidik  memberikan penguatan materi.
e. Pendidik menginstruksikan kepada peserta didik untuk mempraktekkan penyusunan HTCK di lingkungan Polri. 
f.  
Pendidik mengamati, mengedalikan dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan praktek.
3. Tahap akhir : 25 menit
a. Penguatan materi 

      
Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan proses pembelajaran dan hasil diskusi.
b. Cek penguasaan materi 
      
Pendidik mengecek penguasaan materi yang disampaikan dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
c.    
Pendidik menyimpulkan materi.
4. Tes sumatif 30 menit
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	Tagihan  Tugas

	
	Masing-masing peserta didik memberikan kepada pendidik hasil praktek berupa dokumen dalam bentuk format yang sudah ditentukan.


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Lembar  Kegiatan

	
	Mempraktekan cara menyusun HTCK di lingkungan Polri.
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	Bahan Bacaan

	
	HUBUNGAN TATA CARA KERJA (HTCK) DI LINGKUNGAN POLRI
1. Tahap Persiapan Penyusunan HTCK di lingkungan Polri
a. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pejabat/staf di lingkungan Polri/satuan kerja dan organisasi non Polri, dalam rangka inventarisasi tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
b. Dalam tahap persiapan ini harus memperhatikan perkembangan/perubahan organisasi Polri dan non Polri, terutama yang berkaitan dengan adanya validasi organisasi.
c. Menyiapkan tim pokja dalam penyusunan HTCK   
2. Tahap Pelaksanaan HTCK di lingkungan Polri
a. Menyusun konsep awal/draft HTCK Polri;
b. Mengajukan konsep awal/draft kepada pimpinan/kasatker untuk koreksi dan arahan;
c. Menyempurnakan naskah HTCK yang telah mendapat koreksi dan arahan dari pimpinan, kemudian diajukan untuk penandatanganan oleh pimpinan /Kepala Satuan Fungsi;
d. Naskah yang telah ditandatangani kemudian disosialisasikan dan didistribusikan di lingkungan dan jajaran kesatuannya.  
3. Tahap Pengawasan HTCK di lingkungan Polri
a. Setiap kepala Satuan Fungsi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan HTCK;
b. Menyusun hasil temuan pengawasan untuk bahan laporan dan evaluasi.
4. Tahap Pengendalian HTCK di lingkungan Polri
a. Setiap kepala Satuan Fungsi wajib melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan HTCK;
b. Menyusun hasil temuan pengendalian untuk bahan laporan dan evaluasi.
5. Bentuk HTCK
a. Bentuk hubungan
1) 
Hubungan vertikal,  adalah keterkaitan hubungan langsung tegak lurus dari atas ke bawah yaitu dari unsur pimpinan kepada unsur pembantu pimpinan dan pelaksana tugas pokok dibawahnya yang bersifat perintah dan pengendalian, dan sebaliknya dari bawah ke atas yaitu dari unsur pembantu pimpinan kepada unsur pimpinan di atasnya yang bersifat menerima perintah dan laporan.
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2) Hubungan horizontal
Adalah keterkaitan hubungan langsung dan sejajar/mendatar antar komponen atau unsur-unsur dalam organisasi Polri. Hubungan horizontal dilakukan dalam rangka koordinasi pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi Polri dan mempunyai atasan yang sama. Hubungan dilakukan pada batas-batas fungsional atau satuan kerja dan diantara fungsi atau satuan kerja tidak saling menjadi atasan dan bawahan.

Contoh :

a) Koordinasi yang terjadi antara Unsur Pembantu Pimpinan/Staf

Contoh : 


b) Koordinasi antar unsur pelayan

Contoh :



c) Koordinasi dengan unsur pelaksana

Contoh :



d) Koordinasi dengan unsur pelaksana utama

Contoh :


3) 
Hubungan diagonal
Adalah keterkaitan hubungan tidak langsung antar komponen/unsur-unsur dalam organisasi (tidak vertical maupun horizontal) bersifat koordinasi dan dapat menjangkau eselon yang lebih tinggi.
Contoh :

a) Koordinasi Para Kapolda dengan Pejabat Utama Mabes Polri

b) Koordinasi antara Kapolres dengan Pejabat Utama Polda

c) Koordinasi yang dilakukan dari pejabat yang satu tingkat di bawah pejabat utama dilakukan dengan hubungan diagonal maka harus membuat laporan hasil koordinasi, dan apabila dalam bentuk surat maka harus ada tembusan kepada atasan langsung.

Contoh :











d) Bagi Pejabat yang  melakukan koordinasi dengan fungsi lain, jika menggunakan surat, maka koordinasi harus melalui pimpinannya/atasan dengan mencantumkan u.p. (untuk perhatian) pada isi surat.
Contoh :

Koordinasi dalam bentuk surat dari Kapolres kepada Karo Ops Polda, maka surat yang ditujukan kepada Kapolda menggunakan u.p. Karo Ops.











4) 
Hubungan Lintas Sektoral
Adalah hubungan kerja sama yang dilakukan organisasi Polri dengan instansi Pemerintah lainnya (non Polri) yang bersifat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas atau merupakan tugas Bersama baik dalam bentuk horizontal dan diagonal.

Contoh :

Hubungan bentuk horizontal :

a) Tingkat Mabes Polr hubungan Kapolri dengan :

(1) DPR RI;

(2) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Lembaga setingkat Kementerian;

(3) Kepala Staf Angkatan TNI;

(4) Jaksa Agung dan unsur Criminal Justice System (CJS) tingkat pusat

(5) Pimpinan Media Massa

(6) Para Gubernur

b) Tingkat kewilayahan, hubungan Kapolda dengan :

(1) DPRD Tingkat I;

(2) Para Gubernur, para Bupati;

(3) Unsur CJS tingkat Propinsi;

(4) Para Kanwil, dll.

Hubungan bentuk diagonal :

a) Hubungan Asrena Kapolri dengan pimpinan instansi/Lembaga setingkat Kementerian (Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran);

b) Hubungan Karorena Polda dengan Dispenda;

c) Hubungan Dirlantas Polda dengan DLL-AJR

d) Hubungan Kabidkeu dengan KPPN.

b. Sifat hubungan
1) 
Perintah adalah kewenangan pimpinan untuk memberikan perintah kepada setiap pejabat yang berada di bawahnya.
2) 
Laporan adalah kewajiban staf yang berada di bawahnya melaporkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinan.
3) 
Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan antar unsur pengemban fungsi dalam suatu organisasi Polri atau antar organisasi Polri dengan organisasi non Polri dalam rangka pelaksanaan tugas.
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	RANGKUMAN



	
	1. HTCK di lingkungan Polri terdiri dari : tahap persiapan penyusunan HTCK, tahap pelaksanaan HTCK Polri, tahap pelaksanaan HTCK Polri, tahap pengawasan HTCK Polri, tahap pengendalian HTCK Polri.
2. Bentuk HTCK terdiri dari : bentuk hubungan dan sifat hubungan.
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	LATIHAN



	
	1. Jelaskan tahap persiapan penyusunan HTCK di lingkungan Polri !

2. Jelaskan  tahap pelaksanaan HTCK di lingkungan Polri !

3. Jelaskan tahap pengawasan HTCK di lingkungan Polri !

4. Jelaskan tahap pengendalian HTCK di lingkungan Polri !

5. Jelaskan bentuk HTCK !
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